
 

 
Politeknik Negeri Jakarta 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

 

 

KENDALA PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL DI 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Tesalonika Panjaitan/2204321049 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN 

PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA 

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

TAHUN 2025 

 

 



 
 

ii 
 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

 

 

KENDALA PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL DI 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

 

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

dari Politeknik Negeri Jakarta 

 

 

Disusun Oleh:  

Tesalonika Panjaitan/2204321049 

 

 

 

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN 

PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA 

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

TAHUN 2025  



 
 

iii 
 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah 

hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam 

Laporan Tugas akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. 

 

 

Nama  : Tesalonika Panjaitan 

NIM  : 2204321049 

Program Studi  : Keuangan dan Perbankan 

 

 

 

 

 

       Depok, 25 Juni 2025 

 

         

 

       Tesalonika Panjaitan 

       NIM. 2204321049  



 
 

iv 
 

LEMBAR PENGESAHAN 
 

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh: 

Nama  : Tesalonika Panjaitan 

NIM  : 2204321049 

Program Studi  : D3 Keuangan dan Perbankan 

Judul Laporan TA  : Kendala Penyusunan Laporan Operasional di 

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 

 

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai 

bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

Akuntansi pada Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

DEWAN PENGUJI 

Ketua Penguji  : Rodiana Listiawati, S.E., M.M.       

 

Anggota Penguji  : Heidy Puspa Alyssa,S.Tr.Ak., M.M.    

 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI 

 

Ditetapkan di : Depok 

Tanggal : 30 Juni 2025 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR 
 

Nama Penyusun   : Tesalonika Panjaitan 

Nomor Induk Mahasiswa  : 2204321049 

Jurusan/Program Studi  : Akuntansi/Keuangan dan Perbankan 

Judul Laporan TA   : Kendala Penyusunan Laporan Operasional di 

   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 

Disetujui oleh Pembimbing 

 

 

 

Heidy Puspa Alyssa S.Tr.Ak., M.M. 

NIP. 199511072024062004 

 

 

 

 

Diketahui Oleh  

KPS D3 Keuangan dan Perbankan 

 

 

 

 

 

 

 

Heti Suryani Fitri S.ST., M.M. 

NIP. 199004252024062002 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang 

berjudul “Kendala Dalam Penyusunan Laporan Operasional di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan” hasil dari kerja keras dan dedikasi penulis 

selama beberapa bulan terakhir.  

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu langkah penting 

dalam menyelesaikan studi Diploma Tiga di Program Studi Keuangan dan 

Perbankan, Politeknik Negeri Jakarta. Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa 

keberhasilan ini tak lepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh 

karena itu, dengan tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yesus yang selalu menjadi pegangan hidup saya dan penolong saya 

dalam segala hal terutama di fase penulisan tugas akhir saya yang banyak sekali 

kendala yang pastinya tidak bisa saya lakukan tanpa pertolongan serta campur 

tangan oleh-Nya. 

2. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta. 

3. Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik 

Negeri Jakarta. 

4. Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M., selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga 

Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta. 

5. Heidy Puspa Alyssa, S.Tr.Ak., M.M., selaku dosen pembimbing Laporan Tugas 

Akhir yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama masa 

bimbingan. 

6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf, dan Karyawan Jurusan Akuntansi Politeknik 

Negeri Jakarta. 

7. Dony Fitriandi, S.E., selaku pembimbing di Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia, yang telah memberikan arahan serta 

bimbingan selama pelaksanaan magang di lapangan. 

8. Pejabat/Pegawai di lingkungan Biro Keuangan yang telah membantu dan 

bekerja sama dengan penulis selama pelaksanaan magang. 



 
 

vii 
 

9. Kepada orang tua, kakak dan abang serta saudara yang senantiasa memberikan 

dukungan dan doa serta nasihat selama pengerjaan laporan tugas akhir ini. 

10. Kepada teman-teman serta sahabat yang senantiasa menemani penulis dari awal 

semester satu hingga bisa ditahap penyelesaian tugas akhir ini dan selalu 

memberikan dukungan untuk penulis. 

 

Dengan ini, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan laporan tugas akhir 

masih mengalami kekurangan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh 

dari sempurna dan beberapa kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik serta saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

Depok, 25 Juni 2025 

       Mahasiswa, 

 

 

Tesalonika Panjaitan 

        NIM. 2204321049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK 

KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan 

dibawah ini:  

 Nama   : Tesalonika Panjaitan 

 NIM   : 2204321049 

 Program Studi  : D3 Keuangan dan Perbankan 

 Jurusan  : Akuntansi 

 Jenis Karya  : Laporan Tugas Akhir 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  

Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive 

Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

“Kendala Penyusunan Laporan Operasional di Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan” 

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak 

menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk 

pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama 

tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak 

Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di  : Depok 

Pada Tanggal  : 25 Juni 2025 

Yang menyatakan 

 

Tesalonika Panjaitan



 

ix 
Politeknik Negeri Jakarta 

KENDALA PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL DI 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

Tesalonika Panjaitan 

Program Studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan, Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Jakarta 

E-mail: tesalonika.panjaitan.ak22@mhsw.pnj.ac.id 

 

ABSTRAK 

 

Sejak diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, 

instansi pemerintah dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang 

mencerminkan kegiatan riil, termasuk Laporan Operasional sebagai salah satu 

bentuk pelaporan yang mengacu pada basis akrual tersebut. Di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyusunan laporan ini masih menghadapi 

sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran dan akurasi pelaporan. Tujuan 

dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses 

penyusunan Laporan Operasional serta menggambarkan dampak yang 

ditimbulkan terhadap kualitas laporan yang disusun. Penulisan dilakukan 

dengan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data primer, serta 

penelaahan dokumen sebagai data sekunder. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

diketahui bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 

antara lain adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memberikan 

pelatihan terkait sistem pelaporan, serta mengadakan rapat koordinasi 

menjelang batas waktu pelaporan. Dengan upaya tersebut, diharapkan proses 

penyusunan laporan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.  

 

Kata kunci: laporan operasional, kendala penyusunan, laporan 

keuangan pemerintah 
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ABSTRACT 

 

Since the implementation of accrual-based Government Accounting 

Standards, government agencies have been required to prepare financial 

statements that reflect actual activities, including Operational Reports as a 

form of reporting based on the accrual basis. At the Ministry of Environment 

and Forestry, the preparation of these reports still faces a number of obstacles 

that affect the smoothness and accuracy of reporting. The purpose of this study 

is to identify various challenges in the process of preparing the Operational 

Report and to describe the impact on the quality of the reports produced. The 

research was conducted using interviews to obtain primary data, as well as 

document review as secondary data. Based on the results obtained, it was found 

that efforts that can be made to overcome these challenges include improving 

human resource capacity, providing training related to the reporting system, 

and holding coordination meetings prior to the reporting deadline. With these 

efforts, it is hoped that the report preparation process can run more effectively 

and on time. 

Keywords: operational report, drafting constraints, government financial 

statements 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam Akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

pemerintah (Peraturan Pemerintah Indonesia, 2019), yang berisi pendapatan, 

beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta 

mengakui pendapatan, belanja dan juga pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SAP berbasis akrual berarti basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (BPK, 2010). 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 yang menyebutkan 

bahwa SAP berbasis akrual dibentuk lebih menyeluruh dan akurat wajib 

diterapkan oleh pemerintah pusat daerah mulai tahun 2015 (BPK, 2010). 

Sehubungan dengan fokus penulisan tertuju pada kendala dalam penyusunan 

Laporan Operasional, maka penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) berbasis akrual dianggap relevan. SAP berbasis akrual mencakup 

penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, 

Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Di 

sisi lain, laporan keuangan pemerintah seperti Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) dan Neraca juga dapat disusun berdasarkan SAP berbasis kas menuju 

akrual. SAP berbasis kas menuju akrual merupakan sistem akuntansi yang 

mengakui pendapatan saat kas diterima dan belanja saat kas dibayarkan. Namun 

mulai menerapkan prinsip akrual pada pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas. 

Berbeda dengan SAP berbasis akrual penuh, yang mengakui pendapatan dan 

belanja pada saat terjadinya transaksi, tidak bergantung pada arus kas. Oleh 
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karena itu, SAP berbasis akrual lebih sesuai untuk menyajikan informasi kinerja 

ekonomi pemerintah secara menyeluruh. 

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem 

akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai 

kinerja keuangan serta efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi suatu 

instansi pemerintah (PMK, 2022) . Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK), sebagai salah satu institusi pemerintah, memiliki 

kewajiban untuk menyusun Laporan Operasional yang akurat. Namun, dalam 

implementasinya, KLHK masih menghadapi berbagai kendala dalam 

penyusunan laporan ini, baik dari aspek teknis maupun administratif yang 

berdampak pada keterlambatan dan ketidaktepatan laporan 

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam praktiknya belum 

sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Banyak daerah memang sudah 

menerapkan sistem ini, namun belum semuanya mampu menyusun laporan 

keuangan yang benar-benar berkualitas. Salah satu penyebab utamanya adalah 

masih rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap penerapan SAP, 

ditambah dengan kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis yang 

memadai. Di sisi lain, sistem akuntansi keuangan pemerintah sering dianggap 

sebagai solusi utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi 

pengelolaan keuangan daerah. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa keberadaan sistem ini belum tentu mampu mencegah terjadinya 

penyimpangan anggaran atau tindakan korupsi. Hal ini disebabkan karena 

masih lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya integritas sebagian oknum 

yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. (Nukak et al., 2021) 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah diwajibkan sejak 2015 

sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan dijelaskan dalam PMK No. 

232/PMK.05/2022 sebagai prinsip penyusunan laporan keuangan yang 

mencakup pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas secara akrual 

(PMK, 2022). Meskipun penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk 



3 
 

  
Politeknik Negeri Jakarta 

meningkatkan transparansi dan keakuratan, pelaksanaannya masih menghadapi 

berbagai kendala, terutama dalam penyusunan Laporan Operasional yang 

sering terkendala secara teknis dan administratif. Di banyak instansi, seperti 

KLHK, laporan belum dapat disusun secara tepat waktu dan akurat karena 

pemahaman aparatur yang masih rendah, minimnya pelatihan, serta lemahnya 

pengawasan dan integritas. 

1.2 Tujuan Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan latar belakang penulisan 

dengan tujuan untuk: 

1. Menguraikan kendala dalam penyusunan Laporan Operasional 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

2. Mendeskripsikan dampak dari kendala terhadap Laporan Operasional di 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

1.3 Manfaat Penulisan 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang bermanfaat sebagai berikut:  

1. Secara Praktis, yaitu memberikan gambaran mengenai kendala yang 

dihadapi dalam penyusunan Laporan Operasional di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

2. Secara Teoritis, yaitu menjadi referensi mengenai studi kendala teknis dan 

administratif dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di sektor 

pemerintahan, khususnya terkait Laporan Operasional. 

1.4 Metode Penulisan 

Metode penulisan merupakan bagian yang memuat pendekatan kajian 

yang diterapkan dalam penyusunan laporan tugas akhir. Pada bagian ini, 

dijelaskan metode yang digunakan, metode penulisan mencakup: 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu 
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data kualitatif deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak 

berwenang sebagai data primer dan dokumen keuangan laporan 

operasional yang digunakan sebagai data sekunder. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui observasi terhadap proses penyusunan Laporan 

Operasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

wawancara dengan pegawai Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

yang terlibat dalam proses tersebut, serta dokumentasi laporan keuangan. 

3. Metode Penulisan  

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah deskriptif 

komparatif, dengan tujuan untuk menguraikan perbandingan nilai laporan 

operasional tahun 2023 dan 2024, serta mendeskripsikan kendala yang 

dihadapi dalam proses penyusunannya di Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. Fokus utama diarahkan pada identifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyusunan Laporan Operasional dari aspek internal 

maupun faktor eksternal. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh 

pemahaman komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi serta solusi 

yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman, disajikan deskripsi singkat pada setiap 

bagian bab. Berikut merupakan penjelasan sistematika penulisan yang 

digunakan: 

Bab 1, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan topik 

dan judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

Bab 2, Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang definisi standar akuntansi 

pemerintah, laporan keuangan pemerintah, dan laporan operasional yang 

berguna untuk mendukung penulisan laporan tugas akhir. 
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Bab 3, Gambaran Umum Instansi. Bab ini berisi penjelasan mengenai profil 

instansi, struktur instansi dan tugas serta fungsi instansi. 

Bab 4, Pembahasan berisi penjelasan terkait kendala dalam penyusunan 

laporan operasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan 

Operasional tersebut serta solusi yang dapat diusulkan. 

Bab 5, Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh 

penulis berdasarkan pengamatan langsung serta informasi yang didapat dari 

sumber yang aktual dan terpercaya 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab empat pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa proses penyusunan laporan operasional di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menghadapi berbagai kendala yang 

memengaruhi kualitas pelaporan. Penyusunan Laporan Operasional di 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menghadapi kendala, 

baik dari segi teknis maupun sumber daya manusia. Kendala teknis mencakup 

kesalahan klasifikasi akun dan permasalahan pada aplikasi pelaporan. 

Sementara itu, kendala SDM meliputi terbatasnya kapasitas pegawai serta 

rendahnya pemahaman terhadap sistem dan standar pelaporan. Kendala-

kendala tersebut berdampak pada penurunan kualitas laporan, keterlambatan 

penyampaian, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap akuntabilitas 

instansi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas SDM, 

pelatihan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan melalui koordinasi 

yang intensif menjelang batas waktu pelaporan. 

5.2 Saran 

Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan 

Laporan Operasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang 

berkelanjutan, terutama dalam pemahaman akun dan penggunaan aplikasi 

pelaporan. Selain itu, penguatan sistem teknologi informasi dan perbaikan 

infrastruktur perlu dilakukan agar proses pelaporan berjalan lancar. Koordinasi 

antar unit juga harus ditingkatkan, misalnya dengan mengadakan rapat 

menjelang batas waktu pelaporan. Di samping itu, perekrutan pegawai dengan 

latar belakang yang sesuai sangat penting agar proses pelaporan lebih cepat dan 

tepat. Dengan langkah-langkah tersebut, penyusunan laporan diharapkan 

menjadi tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Lampiran 2 Hasil Wawancara 

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025 

Waktu   : 11.00 – 11.45 WIB 

Tempat : Ruang Biro Keuangan Akuntansi dan Pelaporan KLHK 

Narasumber : Bapak Dony Fitrandi, S.E., – Staff biro keuangan bagian Laporan 

Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran 

Pewawancara : Tesalonika Panjaitan 

 

Pewawancara: Apa saja data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan 

operasional dan bagaimana cara memperolehnya? 

Narasumber: Sebetulnya laporan personal itu sudah menjadi bagian salah satu 

bagian komponen dalam laporan keuangan di luar dari neraca Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, itu semua menjadi satu bagian yang sama. 

Laporan Operasional itu menjadi bagian dalam komponen tersebut, sebetulnya 

sudah disediakan sistem. Di institusi pemerintahan, di Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, itu mengadopsi sistem Sakti, sistem akuntansi keuangan 

tingkat intansi. Itu produknya dari Kementerian Keuangan. Ini dari DJPB, 

Direkturat Jenderal Perbendaraan mengeluarkan satu produk sistem yaitu berupa 

sakti Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyamakan pola data transaksi 

keuangan keseluruhan institusi pemerintah Jadi tidak ada perbedaan antara satu 

dengan yang lain institusi pemerintah Kementerian ini berbeda kelaporannya 

dengan sistem yang berbeda juga. Bagaimana kami memperolehnya? kami 

memperolehnya juga itu dengan menggunakan sistem menarik data sistem data 

sistem yang sebetulnya sudah terbangun dari tingkat paling level paling dasar yaitu 

tingkat transaksi transaksi itu ada di tingkatan satuan kerja nanti naik ke eselon satu 

eselon satu naik ke tingkatan kementerian dikonsolidasi secara Berjenjang, 

dikonsolidasi secara berjenjang data-data tersebut sehingga data laporan 

operasional yang kita butuhkan, misal kita butuh data laporan operasional itu sudah 

terkonsolidasi seutuhnya di Kementerian dan itu bisa ditarik, bahkan itu bisa ditarik 

sampai tingkatan yang lebih tinggi di tingkatan pemerintah pusat dengan 



44 
 

  
Politeknik Negeri Jakarta 

menggunakan sistem itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana data itu 

diperoleh, kami menggunakan sistem Sakti tersebut. 

 

Pewawancara: Apakah sistem atau aplikasi yang digunakan dalam penyusunan 

laporan operasional dan apakah sudah mendukung penyusunan laporan operasional 

secara optimal? 

Narasumber: Sistem Sakti ya, tadi sudah saya utarakan sistem Sakti dan Sakti 

sendiri itu juga ada sistem pembantunya yaitu namanya monitoring sakti atau 

MonSakti jadi Sakti adalah domainnya tapi ada pembantu untuk mengevaluasi, 

memonitor menganalisis tambahan dari itu itu namanya ada sistem lagi namanya 

sistem mon sakti jadi saling menguatkan nih sistem sakti sama MonSakti itu saling 

melengkapi dan saling mengkoreksi kalau ada sesuatu yang keliru itu bisa langsung 

termonitor secara cepat sehingga penanganan juga lebih cepat dari masing-masing. 

 

Pewawancara: Apakah ada kendala dalam mengakses atau mengumpulkan data 

yang dibutuhkan untuk laporan operasional?Jika ya, seperti apa kendalanya? 

Narasumber: Laporan Operasional itu kaitannya dengan pendapatan beban 

komponennya salah satunya untuk membentuk surplus defisit yang menjadi isu 

dalam pelaporan saat ini berbeda dari Beberapa tahun yang lalu dengan beberapa 

tahun sekarang ini itu berbeda. Dulu tahun-tahun sebelumnya itu kita itu masih 

menerjemahkan uraian. Menerjemahkan uraian dari beban operasional, pendapatan 

operasional, uraian apa saja pendapatan apa saja yang menjadi operasional. Laporan 

Operasional ataupun beban apa yang jadi LO uraian seperti itu dan kita masih dalam 

konteks apa namanya penyempurnaan dalam klasifikasian beban akun-akun di 

dalam LO itu. Beberapa tahun yang lalu tapi seiring waktu itu kita banyak 

penyempurnaan, sistem juga makin berkembang pola-pola akuntansi juga banyak 

yang menyesuaikan jadi laporan operasional saat ini itu dalam posisi sudah bukan 

lagi menguraikan. Uraian-uraian dari setiap akun itu sudah terjemahkan oleh 

sistem. Itu sudah bukan menjadi kendala yang rumit ya bagi para pengguna, yang 
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sekarang itu isunya malah ke arah analisis. Dimana analisis antara misalkan seperti 

ini, beban laporan operasional itu tidak sama halnya dengan belanja laporan 

realisasi anggarannya. Mengapa pendapatan LO tidak sama dengan pendapatan 

yang tercermin dalam realisasi anggaran. Jadi analisisnya sekarang antara 

komponen laporan keuangan. antar komponen LRA dengan laporan operasional 

dianalisis apakah ada perbedaan di sana kalau ada perbedaan itu disebabkan apa 

apakah karena transaksi-transaksi akrual ataukah karena permasalahan sistem 

ataukah memang ada jurnal-jurnal yang sebetulnya kurang tepat yang dilakukan 

oleh user selaku pengguna sistem ataupun transaksi-transaksi yang ada di tingkat 

tapak ya di tingkatan sirkel itu yang sekarang isu-isu itu lebih dikedepankan ya, 

terkait problematika antara perbedaan atau selisih antara LRA dengan LO ya. Nah, 

itu yang mengakibatkan para pemeriksa, para apa namanya, apip ya, aparat 

pengawasan intern pemerintah ini, apip kita, intern kita, itu seringkali menanyakan 

apakah penyebab selisih dari LRA maupun LO ini sudah ada dan sudah terurai 

penjelasannya. Mereka malah meminta penjelasan itu, terus meminta itu menjadi 

satu bagian pengungkapan khusus di LO. Tambahan pengungkapan khusus DLO 

terkait dengan perbedaan selisih antara LRA maupun di LO. Dulu tiga tahun 

terakhir mungkin banyak pemeriksa saja ya, tapi saat ini, satu tahun belakangan ini 

Kemenkeu menjadi satu bagian wajib meminta wajib untuk penjelasan atas selisih 

LRA dan LO Kemenkeu juga menyadari bahwa dia dituntut oleh pemeriksa LKPP 

untuk menjelaskan perbedaan antara belajar realisasi anggaran dengan beban yang 

ada di LO. Jadi, sekarang sudah terbuka, semua pihak sudah terbuka, hal pentingnya 

antara penjabaran selisih itu. karena ya kita perlu mengidentifikasi ya apa yang 

menyebabkan LRA ini yang menggunakan basis kas ya terus LO ini menggunakan 

basis akrusl sehingga apakah penyebab-penyebabnya transaksi-transaksi akural itu 

sudah tepat sudah akurat yang menunjukkan angka LO itu yang sebetulnya menjadi 

realisasi belanja yang seharusnya ada di tahun berjalan. 

Pewawancara: Apakah beban kerja atau keterbatasan SDM menjadi penghambat 

dalam proses pelaporan? 

Narasumber: Beban kerja dan keterbatasan SDM. Mungkin ada porsi ya. Mungkin 

ada porsi terkait dengan faktor itu ya. Ada faktor keterbatasan SDM sama faktor 
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beban kerja ya. Saya pikir itu ada porsi juga berpengaruh ya. Kalau kita bicara soal 

SDM ya, memang kalau kita dilihat dari sudut kuantitas, kita cukup kurang. Kita 

cukup kurang untuk menjadi tim ya, tim penyusun laporan keuangan tingkat 

kementeriannya. Cukup kurang. Kita cukup terbatas. secara kondisi juga secara 

kemampuan dan keterampilan tidak semua orang bisa melakukan proses analisis 

jadi tim ini tim SDM ini bukan seluruhnya adalah analisis terkadang juga dia 

sebagai hanya pengolah data tapi dia pada saat diolah kurang paham analisisnya 

harus orang lain lagi yang mengolah ada beberapa bukan soal kuantiti SDM nya 

saja tapi lebih kepada kemampuan masing-masing individu dalam hal menganalisis 

dalam hal menganalisis apa yang terjadi dalam transaksi laporan keuangan nah itu 

diperlukan ya peningkatan sebetulnya, peningkatan untuk itu terus satu lagi tadi 

terkait dengan beban kerja beban kerja karena kuantitinya tadi terbatas SDM juga 

terbatas otomatis orang yang mengerjakan juga cukup terbatas ya karena orang 

yang terbatas tadi otomatis beban-beban yang dipikul di masing-masing individu 

ini masing-masing orang ini dalam laporan keuangan juga semakin berat semakin 

banyak ditambah lagi kita juga punya deadline laporan keuangan selalu punya 

deadline ya deadline untuk tata waktu menyampaikan laporan keuangannya. Kalau 

kuantitinya tidak bisa ditambah, terus kemampuan juga tidak dalam waktu singkat 

bisa meningkat, otomatis ditambah lagi dengan waktu yang sudah ada deadline. 

Nah itu otomatis juga akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kalau 

kita bicara LO tadi ya pasti juga mungkin ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya 

dalam penyusunan LO. Karena tadi tuntutannya di LO itu juga harus ada analisis 

yang cukup rumit ya cukup rigid ya itu tadi yang saya bilang analisis antara LRA 

dengan LO nah itu butuh apa namanya, butuh waktu ya perlu waktu perlu 

keterampilan untuk analisis apalagi apabila transaksinya cukup banyak ya iya kita 

saja kalau 2024 itu ada 222 satker anggaplah 222 satkar ini transaksi LO setiap 

satkar punya transaksi belanja otomatis di LO-nya juga ada dan itu belanja yang 

transaksinya anggaplah mungkin satu satkar bisa ada yang menyentuh angka 

ratusan atau sampai ribuan ribuan transaksi satu satkar, nah dikalikan dengan 222 

satkar itu berapa banyak data berapa banyak data dan itu kita harus menganalisis 

secara cepat apakah sudah sesuai, apakah sudah selisihnya sudah bisa dijabarkan, 
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apakah memang ada penjurnalan transaksi akrual yang keliru atau kok penempatan 

akun yang tidak sesuai tidak sesuai kompok kategorinya ini yang perlu dilakukan 

proses analisis itu ya salah satu yang menjadi problematika ya 

 

Pewawancara: Menurut bapak, Apa saran agar kualitas laporan operasional bisa 

lebih baik dan tepat waktu? 

Narasumber: Kita bicara soal apa namanya peningkatan kualitas ya dengan kualitas 

laporan keuangan berarti kita harus memahami dulu permasalahan yang ada di kami 

permasalahan yang ada di intern kami permasalahan intern kami ya tadi ada 

ketergatasan SDM ketidakmampuan dalam pola analisis ya kan apa namanya 

kecepatan dalam penyusunan jadi tentunya faktor utama ya pasti kita butuh tenaga 

ya SDM, SDM yang cukup mumpuni ya dalam hal akuntansi, dalam hal pelaporan 

keuangan ya tentunya ini harusnya menjadi pertimbangan ya pertimbangan kepada 

institusi kami khususnya untuk melakukan pola peningkatan namun demikian kami 

sudah mencoba hal-hal tersebut kami menyadari bahwa SDM ini menjadi faktor 

penting ya Namun demikian, pola regenerasi PNS, CPNS, ataupun P3K di industri 

pemerintah itu tidak semudah atau tidak fleksibel swasta ya. Pada saat punya 

kebutuhan, kita harus mengajukan dulu dan kebutuhan yang kita ajukan itu juga 

belum tentu diterima, walaupun nanti diterima belum tentu yang pihak yang 

pegawai barunya tadi mau ditempatkan di sini atau bisa jadi dia bisa jadi ada 

penolakan ya penolakan Karena beberapa pegawai-pegawai baru juga terkadang 

memang banyak yang masih mau menjadi PNS. Tapi terkadang apabila di posisi-

posisi lokasi tertentu, mau terlalu jauh, berpisah dengan keluarga, atau ini bisa ada 

pertimbangan-pertimbangan lain ya, sehingga dia bisa menolak. Jadi kalau menurut 

pembaharan besarnya, mungkin faktor SDM yang perlu ini ya. Yang kedua 

mungkin dari penguatan sistem. Sistem mungkin saat ini memang belum ada 

sampai tahap itu ya. Sampai tahap analisis yang dilakukan oleh sistem sendiri ya. 

Analisis yang dilakukan oleh sistem dan cukup cepat ya. Cukup akurat dan cepat 

untuk kita bisa tuangkan dalam laporan keuangan. Ini yang menjadi salah satu 

penyempurnaan penyempurnaan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan 
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yang dalam hal ini selaku sistem laporan keuangan. Mungkin dari sudut SDM, dari 

sudut sistem, dari sudut satu lagi mungkin terkait dengan internnya. Internnya itu 

kita itu banyak yang belum memahami sebetulnya banyak teman-teman di satker 

yang menginputnya itu belum memahami. Contoh adakah pembayaran atau belanja 

yang masih harus dibayar atau belanja yang diterima dimuka atau pendapatan yang 

masih harus diterima dimuka untuk memberi pemahaman itu ke tingkatan tapak di 

bawah level satker ataupun di tingkatan transaksi yang ada di bawah satker itu 

terkadang informasi terlambat atau informasi tidak diketahui. Jadi ada beberapa 

mungkin informasi ada di bagian tertentu yang tidak tersampaikan ke para petugas 

di laporan keuangan di satker. Mungkin petugas laporan keuangan tahu bahwa ini 

harus ada. jurnal atau transaksi aktualnya, namun informasi bahwa ada belanja yang 

masih harus dibayar ini tidak tersampaikan dokumennya ke para petugas jadi 

memang perlu penguatan atau perlu sosialisasi yang kuat ditingkatkan bahwa 

adanya pentingnya apa namanya pemahaman ya terkait dengan struktur akutansi. 

Petugas keuangannya dalam hal akuntansi dia itu lemah sehingga dia hanya 

mengandalkan sistem saja padahal sistem saat ini juga belum mampu menganalisis 

secara sempurna Dan sistem pun itu sebetulnya tergantung dari eksekusi user. 

Kalau user nggak ada yang mengeksekusi, ya nggak akan terbaca. Nggak akan 

tampak di laporan. Semua itu masih tergantung dari kemampuan manusia, jadi 

orangnya. Kalau dia memang ada transaksi-transaksi sifatnya aktual dan sifatnya 

bisa di elok-elokan kalau dia tahu pasti dia akan diinput, tapi kalau dia nggak tahu 

sistem juga nggak akan tertampak jadi seperti itu ya. 
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Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 5. Lembar Bimbingan Tugas Akhir 
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Lampiran 6. Lembar Persetujuan Sidang Tugas Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

  
Politeknik Negeri Jakarta 

Lampiran 7. Lembar Revisi Sidang TA - Dosen Penguji 

 


